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 Abstrak Studi ini menginvestigasi dampak pemahaman regulasi pajak dan konsekuensi 

hukum terhadap kepatuhan pembayar pajak yang bekerja mandiri, dengan 

kesadaran pajak sebagai faktor perantara. Metode Structural Equation 

Modeling-Partial Least Squares dipergunakan dalam penelitian ini melalui 

pendekatan kuantitatif, dengan keterlibatan 100 responden orang pribadi 

pekerja mandiri yang dipilih secara purposif. Kuesioner dengan skala Likert 4 

poin sebagai instrumen pengumpulan data. Temuan studi mengindikasikan 

bahwa baik pemahaman terkait aspek perpajakan maupun sanksi pajak tidak 

memberikan pengaruh yang substansial terhadap kepatuhan pembayar pajak 

pekerja mandiri. Sebaliknya, kesadaran pembayar pajak terbukti memiliki 

korelasi positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan mereka. Pemahaman 

perpajakan terhadap kepatuhan pajak tidak dapat dimediasi oleh variable 

kesadaran. Namun pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

pekerja bebas dapat dimediasi secara oleh variabel kesadaran. Hasil investigasi 

tingkat kepatuhan  wajib pajak lebih ditentukan oleh faktor kesadaran dari 

dalam diri dibandingkan dengan pemahaman mengenai aspek perpajakan dan 

implikasi sanksi pajak secara langsung. Riset ini diharapkan dapat 

berkontribusi sebagai basis pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan institusi 

perpajakan dalam upaya optimalisasi kepatuhan wajib pajak pekerja lepas. 

 

Kata Kunci Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, 

Pekerja Bebas, Sanksi Pajak. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber devisa negara yang memiliki fungsi krusial dalam 

mendanai operasional pemerintahan dan realisasi pembangunan nasional  (Carsamer & Abbam, 

2023; Elsada et al., 2025; Perera et al., 2026). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sebagian besar ditopang dari penerimaan perpajakan  yang secara konsisten memberikan 

kontribusi lebih dari 80%  dari total devisa negara, Dana yang diperoleh dari pajak memungkinkan 

pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya pada berbagai area vital, termasuk 

pengembangan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan inisiatif kesejahteraan 

masyarakat(Ristanti et al., 2022)(Nurhayati et al., 2025). Atas dasar itu, tingkat kepatuhan para 

pembayar pajak merupakan elemen esensial yang menopang keberlanjutan pembangunan 

bangsa(Indah & Setiawan, 2020).  

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, tingkat ketaatan wajib pajak di Indonesia 

masih tergolong belum memadai. Fenomena ini tercermin melalui rasio pajak Indonesia yang 

masih berkisar 10–11% lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio pajak negara anggota OECD 

mencapai lebih dari 34% (Wijaya et al., 2025). Hal ini menunjukkan potensi penerimaan pajak di 

Indonesia masih belum tergarap secara maksimal. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 
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menjadi tantangan bagi pemerintah dan otoritas perpajakan meskipun berbagai reformasi 

perpajakan telah dilakukan, seperti modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan 

sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan. Namun demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak 

masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan otoritas 

perpajakan. 

Permasalahan kepatuhan perpajakan menjadi semakin kompleks pada kelompok Wajib 

Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berprofesi sebagai pekerja bebas. Kelompok wajib pajak ini 

memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wajib pajak karyawan maupun pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada wajib pajak karyawan, kewajiban perpajakan 

umumnya telah dibantu melalui mekanisme pemotongan pajak oleh pemberi kerja sehingga 

tingkat kepatuhan relatif lebih mudah dikendalikan. Sementara itu, pelaku UMKM memperoleh 

berbagai kemudahan administrasi dan kebijakan perpajakan yang dirancang untuk mendukung 

aktivitas usahanya. Berbeda dengan kedua kelompok tersebut, pekerja bebas memiliki tingkat 

kemandirian yang lebih tinggi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. 

Selain itu, penghasilan pekerja bebas cenderung tidak tetap, berasal dari berbagai sumber, dan 

tidak dikenakan pemotongan pajak secara langsung oleh pihak ketiga. Kondisi tersebut 

menyebabkan kepatuhan perpajakan pekerja bebas sangat bergantung pada pemahaman, 

kesadaran, dan kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan 

perkembangan ekonomi digital yang mendorong peningkatan jumlah pekerja bebas di berbagai 

sektor, kepatuhan perpajakan pada kelompok ini menjadi isu yang semakin relevan untuk diteliti. 

Kepatuhan wajib pajak pekerja bebas dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya 

pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Pemahaman perpajakan 

membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar, sedangkan sanksi perpajakan 

berfungsi mendorong kepatuhan melalui penegakan hukum (Hufrona & Rahmawati, 2024; Maili, 

2022;Amirah Febtrina et al., 2022; Mahfud & Farina, 2025; Maulana & Farina, 2025). Selain itu, 

kesadaran wajib pajak merupakan elemen krusial yang berdampak pada kepatuhan perpajakan. 

Kesadaran ini merujuk pada kesediaan dan dorongan moral para wajib pajak sebagai warga negara 

untuk secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakan mereka (Agni & Masripah, 2023)(Le et 

al., 2024). Oleh karena itu, kesadaran diduga memediasi pengaruh pemahaman dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan, mengingat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

eksternal, tetapi juga oleh kesadaran internal wajib pajak. 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sebagian penelitian 

menemukan pengaruh positif, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat 

memengaruhi hubungan antarvariabel. Meskipun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak 

telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian berfokus pada wajib pajak karyawan dan pelaku 

UMKM. Penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja 

bebas masih relatif terbatas, sehingga faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pada kelompok 

ini belum banyak terungkap, Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi pekerja bebas dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.  

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap Wajib Pajak 

Orang Pribadi pekerja bebas yang masih jarang diteliti serta pengujian peran kesadaran wajib 

pajak sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan antara pemahaman perpajakan, 

sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak 

 

LANDASAN TEORI 

Compliance Theory 

Compliance Theory (Teori Kepatuhan) menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap 

suatu peraturan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks perpajakan, 

teori ini menyatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya 

https://doi.org/10.36778/jesya.v9i2.2577


 

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026 

 E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259 

DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v9i2.2768 

 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga   1276 

 

kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku (voluntary compliance) maupun karena 

adanya pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi 

pelanggaran(Buzohera, 2025)(Mac, 2025).  

 

Pemahaman Pajak 

Dalam studi  ini, pemahaman perpajakan merupakan kompetensi wajib pajak untuk 

menganalisis, menginternalisasi, dan mengaplikasikan regulasi perpajakan. Menurut Erasashanti 

et al., (2024) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan melampaui sekadar pemahaman 

fundamental mengenai pajak, tetapi juga mencakup urgensi pemanfaatan regulasi perpajakan 

dalam aplikasi konkret. 

 

Sanksi Pajak  

Sanksi pajak kerap dipandang sebagai faktor signifikan yang memengaruhi kepatuhan para 

pembayar pajak(Purnamasari et al., 2024). Menurut riset sebelumnya (Amirah Febtrina et al., 

2022; Mahfud & Farina, 2025), sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan kenaikan pajak, 

sedangkan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara dan denda dalam jumlah tertentu 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

Kesadaran Wajib Pajak.  

 Faktor internal yang berkaitan dengan moralitas ter gambarkan dalam kesadaran wajib 

pajak serta tanggung jawab individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Rizki 

& Farina, (2022), kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai kemauan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela berdasarkan hati nurani(Erasashanti, Cahaya, et 

al., 2024).  

 

Kepatuhan Wajib Pajak  

   Menurut (Oktavianti et al., 2025) menjelaskan melalui Compliance theory bahwa tingkat 

kepatuhan wajib pajak dipicu oleh gabungan faktor aspek ekonomi,  psikologis dan sosial. 

Menurut. (Amirah Febtrina et al., 2022; Risti & Syaiful, 2026), kepatuhan wajib pajak 

mencerminkan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan regulasi perpajakan yang berlaku.  

 

Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan Compliance Theory, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, 

salah satunya adalah pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Pemahaman perpajakan 

merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan, hak, kewajiban, dan prosedur 

perpajakan. Semakin baik pemahaman yang dimiliki, semakin besar kecenderungan wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut 

(Afiyah et al., 2024) tingkat kepatuhan individu pembayar pajak cenderung meningkat ketika 

individu tersebut memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya (Devi, 

2024; Maili, 2022; Prasetya et al., 2025; Puspitasari & Dirman, 2023) memaparkan bahwa 

pemahaman perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan perpajakan, Walaupun demikian, 

berbeda dengan analisis temuan dari (Hantono & Sianturi, 2022). Perbedaan hasil tersebut 

membuktikan bahwa perlu adanya pengujian yang lebih mendalam untuk hubungan pemahaman 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak pekerja bebas. Merujuk 

pada uraian tersebut maka hipotesis penelitian diformulasikan sebagai berikut: 

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. 

  

Berdasarkan Compliance Theory, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa pengawasan dan sanksi yang diterapkan 

oleh otoritas pajak. Sanksi pajak merupakan instrumen penegakan hukum yang diberikan kepada 

wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dengan tujuan memberikan efek jera dan 

mendorong kepatuhan perpajakan (Junior & Alexander, 2025). Semakin tegas sanksi yang 
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diterapkan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan 

guna menghindari konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Temuan ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya (Hantono & Sianturi, 2022; Hapsari & Ramayanti, 2022; Maulana & 

Farina, 2025; Puspitasari & Dirman, 2023; Sherlyamanda & Fitrianti, 2026). mengungkapkan 

terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian  tersebut 

hipotesis  dirancang sebagai berikut: 

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. 

 

Berdasarkan Compliance Theory, kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk melalui faktor 

internal yang berasal dari kesadaran individu untuk menaati peraturan yang berlaku (voluntary 

compliance). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap sukarela wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya serta memahami bahwa pajak memiliki peran penting dalam membiayai 

pembangunan negara (Hapsari & Ramayanti, 2022), Wajib pajak yang memiliki tingkat 

kesadaran tinggi cenderung memahami manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan 

tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian (Agni & Masripah, 2023; Hufrona & Rahmawati, 

2024; Maulina et al., 2025), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran 

wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. 

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas 

 

Menurut (Hufrona & Rahmawati, 2024)(Sarpong et al., 2024), pemahaman perpajakan 

merujuk pada kemampuan wajib pajak dalam memahami regulasi, tata cara, dan pelaksanaan 

perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat mendukung wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban dan menumbuhkan kesadaran mengenai kontribusi pajak bagi 

penyelenggaraan negara. Apabila hak dan kewajiban perpajakannya dipahami dengan baik, wajib 

pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajibannya secara sukarela sehingga berpotensi 

meningkatkan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan Compliance Theory, pemahaman perpajakan 

tidak secara langsung menghasilkan kepatuhan, tetapi terlebih dahulu membentuk kesadaran 

wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai 

mengenai fungsi pajak, manfaat pajak, serta konsekuensi ketidakpatuhan dapat mendorong 

munculnya kesadaran internal untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran tersebut 

kemudian menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya secara sukarela. Penelitian (Maili, 2022; Agni & Masripah, 2023; Hufrona & 

Rahmawati, 2024; Maulina et al., 2025; Prasetya et al., 2025), membuktikan bahwa pemahaman 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena 

itu, kesadaran wajib pajak diduga mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H4: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang bertujuan 

memberikan efek jera guna mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan 

yang berlaku(Maulana & Farina, 2025). Berdasarkan Compliance Theory, kepatuhan wajib pajak 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa penerapan sanksi, tetapi juga oleh faktor 

internal berupa kesadaran wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas dan 

konsisten dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban 

perpajakan serta konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Kesadaran 

tersebut kemudian mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara 

sukarela dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, sanksi perpajakan tidak secara langsung 

menghasilkan kepatuhan, tetapi terlebih dahulu membentuk kesadaran wajib pajak yang 
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selanjutnya mendorong perilaku patuh. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dapat berperan 

sebagai mekanisme yang menjembatani pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  Penelitian (Afiyah et al., 2024; Agni & Masripah, 2023; Hantono & Sianturi, 2022; 

Hufrona & Rahmawati, 2024; Maulana & Farina, 2025; Maulina et al., 2025) menunjukkan bahwa 

sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain 

itu, (Andriyanto & Rizka, 2023) serta (Agni & Masripah, 2023), menemukan bahwa kesadaran 

wajib pajak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sanksi perpajakan dan 

kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan 

yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong 

peningkatan kepatuhan wajib pajak.  

H5: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal untuk 

menganalisis pengaruh pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja 

bebas, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian ini melibatkan wajib 

pajak yang berstatus sebagai pekerja bebas, dengan sampel penelitian 100 responden yang 

ditentukan menggunakan metode purposive. Data penelitian diperoleh dengan penyebaran 

kuesioner sebagai data primer, dengan pengukuran menggunakan skala Likert empat poin. 

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares 

(SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode SEM-PLS dipilih karena 

mampu menganalisis hubungan simultan antara variabel laten yang kompleks, termasuk 

pengujian pengaruh mediasi dalam satu model penelitian. Selain itu, SEM-PLS relatif sesuai 

digunakan pada penelitian dengan ukuran sampel yang terbatas dan tidak mensyaratkan asumsi 

normalitas data yang ketat dibandingkan metode covariance-based SEM (CB-SEM). Analisis 

dilakukan melalui pengujian model pengukuran (outer model) untuk mengevaluasi validitas dan 

reliabilitas instrumen, serta pengujian model struktural (inner model) untuk menguji hubungan 

antar variabel dan hipotesis penelitian. Berikut ini merupakan variabel dan indikator penelitian: 

 

Tabel 1 Variabel dan Indikator Penelitian 

 

Variabel Indikator Sumber 

Pemahaman 

Perpajakan 

Memahami hak dan kewajiban 

perpajakan; memahami tarif pajak; 

memahami prosedur pelaporan pajak 

Maili (2022); Hufrona & 

Rahmawati (2024) 

Sanksi Pajak 
Pengetahuan tentang denda; persepsi 

ketegasan sanksi; efek jera sanksi 

Amirah Febtrina et al. (2022); 

Maulana & Farina (2025) 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

Kesadaran membayar pajak; 

pemahaman fungsi pajak; tanggung 

jawab sebagai warga negara 

Agni & Masripah (2023); Rizki 

& Farina (2022) 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Ketepatan pembayaran; ketepatan 

pelaporan; kepatuhan terhadap 

peraturan 

Puspitasari & Dirman (2023); 

Amirah Febtrina et al. (2022) 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 2 menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (56%) dan berada 

pada rentang usia 36–44 tahun (32%), diikuti usia 27–35 tahun (30%). Dari sisi profesi, responden 

didominasi kategori pekerjaan lainnya (30%) dan konsultan (20%), dengan profesi lain seperti 

dokter, arsitek, pengacara, dan notaris turut terwakili. Berdasarkan lama bekerja, sebagian besar 
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responden telah menjalankan profesinya selama 1–3 tahun (40%) dan 4–6 tahun (30%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif dan memiliki pengalaman 

kerja yang cukup dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri. 

 

Tabel 2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia,  Profesi  

dan Lama Bekerja 

 

Profil Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 

Perempuan 56 56% 

Laki – Laki 44 44% 

Usia 

18 – 26 Tahun 10 10% 

27 – 35 Tahun 30 30% 

36 – 44 Tahun 32 32% 

45 – 53 Tahun 15 15% 

54- 62 Tahun 12 12% 

63 – 65 Tahun 1 1% 

Profesi Pekerja Bebas 

Pengacara 11 11% 

Dokter 16 16% 

Notaris 7 7% 

Arsitek 16 16% 

Konsultan 20 20% 

Lainnya 30 30% 

Lama Bekerja 

6 bulan – 1 

Tahun 
15 15% 

1-3 Tahun 40 40% 

4 – 6 Tahun 30 30% 

> 6 Tahun 15 15% 

 

 

Analisis outer model dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian memenuhi 

validitas dan reliabilitas sebelum analisis inner model. Pada metode PLS-SEM, pengujian outer 

model meliputi convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability untuk menilai 

kualitas model pengukuran. (Yarsasi et al., 2025). Berikut  ini merupakan diagram structural  dari 

skema model dalam PLS yang telah diuji. 
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Gambar 1 Diagram Struktural 

 

Pengujian outer model dilakukan dengan menganalisis nilai outer loading dan Average 

Variance Extracted (AVE) untuk menilai validitas konvergen setiap konstruk penelitian. Menurut 

(Hair et al., 2021), suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki 

nilai outer loading ≥ 0,70 dan nilai AVE > 0,50. Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator pada 

variabel Pemahaman Perpajakan (X₁), Sanksi Pajak (X₂), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan 

Kesadaran Wajib Pajak (Z) memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Nilai outer loading berkisar 

antara 0,702 hingga 0,816. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi 

kriteria validitas konvergen sehingga mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dengan 

baik dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya. 

 

Tabel 3 Outer Loading 

 

Variabel Indikator 
Outer Loading 

X1 X2 Y1 Z1 

X1 

X1.1 0.754     

X1.2 0.773     

X1.3 0.746     

X1.4 0.816     

X1.5 0.771     

X1.6 0.740     

X1.7 0.743       

X2 

X2.1   0.764     

X2.2   0.778    

X2.3   0.715    

X2.4   0.712    

X2.5   0.706    

X2.6   0.793    

X2.7   0.803     

Y 

Y1.1     0.708   

Y1.2    0.702   

Y1.3    0.719   

Y1.4    0.713   
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Variabel Indikator 
Outer Loading 

X1 X2 Y1 Z1 

Y1.5    0.747   

Y1.6    0.714   

Y1.7     0.716   

Z 

Z1.1     0.762 

Z1.2     0.711 

Z1.3     0.732 

Z1.4     0.720 

Z1.5     0.743 

Z1.6     0.757 

Z1.7       0.778 

 

 

 Hasil pengujian tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Pemahaman 

Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai 

outer loading yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, seluruh konstruk memperoleh 

nilai AVE di atas 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator penelitian 

telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga mampu merepresentasikan konstruk yang 

diukur secara baik dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya. 

 

Tabel 4 Average variance extracted (AVE) 

Variabel 
Average variance extracted 

(AVE) 

X1 0,611 

X2 0,867 

X3 0,795 

Y 0,760 

 

 

Tahap berikutnya adalah pengujian validitas diskriminan melalui cross loadings yang 

menggambarkan bahwa setiap item indikator mempunyai korelasi yang lebih besar terhadap 

konstruk yang diwakilinya terhadap konstruk lainnya. Hasil ini menandakan bahwa seluruh 

indikator mampu mengukur variabel penelitian secara tepat, dengan demikian validitas 

diskriminan disimpulkan terpenuhi. Hasil pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa setiap 

variabel penelitian memperolehi nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability yang melebihi 

batas 0,70 (tabel 5). Kondisi tersebut menandakan bahwa seluruh indikator mempunyai tingkat  

konsistensi internal yang memadai, sehingga instrumen penelitian dapat dianggap reliabel serta 

sesuai  digunakan pada tahap analisis berikutnya. 

 

Tabel 5 Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpa 

Composite 

relialibity 

X1 0.882 0.899 

X2 0.875 0.882 

Y1 0.843 0.846 

Z1 0.866 0.870 
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 Dalam metode PLS-SEM, inner model digunakan untuk menganalisis keterkaitan  antar variabel 

laten sekaligus menguji hipotesis dalam penelitian. Hasil analisis memperlihatkan bahwa nilai R-

Square pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Adalah  0,546, yang mengindikasikan variabel 

independen mampu menggambarkan 54,6% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak sehingga 

termasuk  kategori sedang. Adapun, nilai R-Square Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,177, yang 

berarti model  hanya mampu menjelaskan sebesar 17,7% variasinya dan tergolong  kategori 

lemah. 

 

Tabel 6 R Square  

Variabel R-square 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
0.546 

Kesadaran Wajib 

Pajak 
0.177 

 

Tabel 7 menyajikan nilai path koefisien yang menggambarkan arah dan besarnya 

keterikatan antar variabel dalam model penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian dengan  

menganalisis direct effect dan indirect effect berdasarkan nilai original sample, t-statistic, serta p-

values.  Suatu hubungan antar variabel dianggap signifikan apabila t-statistic lebih besar 1,96 dan 

p-values kurang dari 0,05, hasil tersebut kemudian sebagai acuan dalam menentukan apakah 

hipotesis penelitian diterima atau ditolak.  

 

Tabel 7 Path Coefficients 

Variabel Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T-statistic P-Values 

Pemahaman Perpajakan  

(X1) → Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y1) 

-0.118 -0.096 0.162 0.728 0.467 

Sanksi Pajak (X2) → 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y1) 

0.257 0.240 0.175 1.467 0.142 

Kesadaran Wajib Pajak 

(Z1) → Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y1) 

0.658 0.668 0.084 7.841 0.000 

Pemahaman Perpajakan  

(X1) → Kesadaran Wajib 

Pajak (Z1) → Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y1) 

0.067 0.074 0.111 0.606 0.544 

Sanksi Pajak (X2) → 

Kesadaran Wajib Pajak 

(Z1) → Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y1) 

0.220 0.227 0.105 2.097 0.036 

 

 

Hasil penelitian tabel 7 memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan belum memberikan 

pengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban 

di bidang perpajakan, dibuktikan dengan nilai p value lebih besar 0,05. Temuan ini bertentangan 

dengan studi sebelumnya (Devi, 2024; Maili, 2022; Prasetya et al., 2025; Puspitasari & Dirman, 

2023), yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin tinggi pula 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya pemahaman perpajakan terhadap 
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kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh fakta bahwa pengetahuan mengenai aturan 

perpajakan tidak selalu diikuti oleh kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib 

pajak yang telah memahami ketentuan perpajakan belum tentu memiliki motivasi atau kesadaran 

yang kuat untuk patuh apabila mereka menganggap pembayaran pajak sebagai beban, kurang 

merasakan manfaat pajak secara langsung, atau memiliki persepsi bahwa risiko pelanggaran 

relatif rendah. Selain itu, kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kognitif 

berupa pemahaman, tetapi juga oleh faktor psikologis dan perilaku seperti kesadaran pajak, moral 

pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta persepsi terhadap keadilan sistem 

perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan saja belum cukup untuk mendorong wajib 

pajak pekerja bebas agar patuh dalam memenuhi 

Tabel 7 nilai p value dari sanksi lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa sanksi pajak 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa keberadaan sanksi pajak belum mampu menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan 

wajib pajak pekerja bebas. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kepatuhan pekerja bebas lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternal. Karakteristik pekerja 

bebas yang memiliki tingkat kemandirian tinggi dalam menjalankan aktivitas ekonomi 

menyebabkan keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan lebih ditentukan oleh kesadaran 

pribadi daripada kekhawatiran terhadap sanksi perpajakan. Selain itu, persepsi bahwa 

pengawasan dan penegakan sanksi belum dilakukan secara konsisten dapat mengurangi 

efektivitas sanksi dalam membentuk perilaku patuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anto 

et al., 2021), namun berbeda dengan penelitian (Hantono & Sianturi, 2022; Hapsari & Ramayanti, 

2022; Maulana & Farina, 2025)  yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan 

karakteristik responden dan kondisi lingkungan perpajakan yang diteliti. 

Berbeda dengan sanksi pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan 

wajib pajak pekerja bebas lebih banyak dibentuk oleh kesadaran mengenai pentingnya pajak 

sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan 

penyediaan layanan publik. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami 

bahwa pembayaran pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara sehingga lebih 

terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kondisi tersebut 

mencerminkan bahwa faktor internal memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk 

perilaku kepatuhan dibandingkan faktor eksternal berupa ancaman sanksi. Temuan ini bertolak 

belakang dengan penelitian(Hapsari & Ramayanti, 2022), tetapi sejalan dengan penelitian (Agni 

& Masripah, 2023; Anto et al., 2021; Hufrona & Rahmawati, 2024; Maulina et al., 2025). Oleh 

karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan 

aturan perpajakan, tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi yang mampu meningkatkan 

kesadaran perpajakan masyarakat. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi 

pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti dari hasil temuan nilai 

p-value lebih besar 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan yang 

dimiliki wajib pajak belum sepenuhnya diinternalisasi menjadi kesadaran yang mendorong 

perilaku patuh. Bagi pekerja bebas, pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan belum tentu 

secara otomatis diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 

Kondisi ini dapat terjadi karena pemahaman perpajakan masih berada pada tingkat kognitif dan 

belum diikuti oleh motivasi intrinsik, persepsi manfaat pajak, maupun rasa tanggung jawab yang 

kuat terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, sebagian wajib pajak kemungkinan memahami 

aturan perpajakan hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif tanpa disertai kesadaran 

mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Temuan ini menunjukkan 

bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan 

apabila tidak disertai dengan pembentukan kesadaran dan sikap positif terhadap pajak. 
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Sementara itu, kesadaran wajib pajak terbukti memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak tabel 7 nilai p-valuelebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa 

efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan tidak terjadi secara langsung, 

melainkan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak terlebih dahulu. Dengan kata lain, sanksi 

pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana 

edukatif yang memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan perpajakan. 

Ketika wajib pajak memahami konsekuensi tersebut, kesadaran untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan akan meningkat dan pada akhirnya mendorong terbentuknya perilaku patuh. Temuan 

ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada 

penerapan sanksi yang tegas, tetapi juga pada kemampuan otoritas pajak dalam membangun 

kesadaran perpajakan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu diintegrasikan dengan 

program edukasi dan sosialisasi perpajakan agar dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang 

lebih berkelanjutan 

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Compliance Theory 

dengan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran yang lebih dominan 

dibandingkan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan tidak terjadi secara 

langsung, melainkan melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Temuan ini 

memperkuat pandangan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

eksternal berupa sanksi, tetapi juga oleh faktor internal berupa kesadaran yang mendorong 

terbentuknya kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Karena sanksi pajak tidak berpengaruh 

langsung terhadap kepatuhan, tetapi berpengaruh melalui kesadaran wajib pajak, DJP perlu 

mengombinasikan penegakan hukum dengan upaya peningkatan kesadaran perpajakan. 

Sosialisasi, edukasi, serta pemanfaatan media digital dan layanan konsultasi perpajakan perlu 

diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, 

kepatuhan dapat tumbuh tidak hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran sukarela 

(voluntary compliance) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi 

pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas di Jakarta 

Timur. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak 

mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, 

kesadaran wajib pajak terbukti memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal berupa kesadaran wajib pajak memiliki peran 

yang lebih dominan dalam membentuk kepatuhan perpajakan dibandingkan faktor eksternal 

berupa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak. 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pihak terkait 

dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Upaya 

peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi mengenai peraturan 

perpajakan atau penerapan sanksi, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran wajib 

pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, program edukasi 

dan sosialisasi perpajakan perlu dirancang secara berkelanjutan dengan menekankan manfaat 

pajak, tanggung jawab sebagai warga negara, serta pentingnya kepatuhan sukarela (voluntary 

compliance) dalam sistem perpajakan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada 

wajib pajak pekerja bebas di wilayah Jakarta Timur sehingga hasil penelitian belum dapat 

digeneralisasikan pada seluruh wajib pajak pekerja bebas di Indonesia. Kedua, penelitian hanya 

menggunakan variabel pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan 
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kepatuhan wajib pajak sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas 

cakupan wilayah penelitian serta mempertimbangkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan 

pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, dan penggunaan sistem 

digital perpajakan. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. 
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